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Isi Abstrak    : Perlindungan hukum  terhadap Petugas Pemasyarakatan 
Rumah Tahanan Negara Kelas I  Salemba Jakarta Pusat dalam melakukan 
tindakan  merupakan hal yang sangat esensial, dimaksud bukan berarti 
menyebabkan petugas tersebut menjadi kebal hukum, akan tetapi bertujuan 
agar si petugas tersebut mampu lebih bertanggung jawab dalam 
menjalankan kewajibannya dengan maksimal serta merupakan suatu upaya 
bagi suatu instansi dalam melindungi petugasnya dari kemungkinan 
intervensi terlalu jauh dari pihak lain. Tentunya di dalam perjalanan sehari-
hari dalam perjalanan keberadaan Rumah Tahanan dan pelaksanaan tugas 
petugas pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara 
pelaksanaan , pengamanan dan ketertiban dan hal tersebut dinamakan 
Sistem Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam UU No 12 Tahun 
1995. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana  Perlindungan hukum  terhadap 
Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I  Salemba Jakarta 
Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan?, 2)  Bagaimana  Akibat hukum yang timbul dari 
ketidakpastian hukum terkait Perlindungan hukum  terhadap Petugas 
Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I  Salemba Jakarta Pusat 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan?.Jenis penelitian dalam menyusun tesis ini Yuridis empiris 
yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan tentang lembaga 
pemasyarakatan dan mengkaji pada kenyataan yang ada di antaranya 
mengungkapkan langkah yang ditempuh dan dihadapi oleh petugas 
pemasyarakatan. Penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ternyata memang tidak jelas mengatur 
perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam hubungan tugas 
koordinasi dengan petugas penegak hukum lainnya dan benar adanya bahwa 
tidak satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang 
menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan yang melaksanakan perintah 
dari kekuasaan yang sah dan berwenang tidak dapat dituntut secara hukum. 
 


